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ABSTRAK 

 

 

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF 

SEBAGAI LEMBAGA PENGUMPUL ROYALTI MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

 

Oleh: 

CHRISTINA SIDAURUK 

 

 

 

Kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif atau yang selanjutnya disebut 

LMK sebagai lembaga pengumpul royalti sebagaimana diatur dalam BAB XII 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMK merupakan 

lembaga yang berbentuk badan hukum nirlaba yang memiliki tugas dan 

wewenang dalam hal pemberian lisensi, pengumpulan royalti, pendistribusian 

royalti, serta pengawasan terhadap penggunaan hasil karya cipta dari pencipta atau 

pemegang hak cipta yang sudah mendaftarkan dirinya menjadi anggota LMK. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai hubungan hukum antara 

LMK dengan pencipta atau pemegang hak cipta, kewenangan LMK, dan bentuk 

tanggung jawab LMK. 

 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan dengan tipe penelitian 

deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif 

terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui 

wawancara terhadap Ketua Umum Wahana Musik Indonesia dan data sekunder 

yang terdiri  dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pencipta atau 

pemegang hak cipta dengan LMK didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa 

yang diberikan pencipta kepada LMK, serta adanya pendistribusian royalti yang 

dilakukan oleh LMK kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebagai timbal 

balik pemberian kuasa sebelumnya oleh pencipta atau pemegang hak cipta. 

Hubungan hukum juga terjadi antara LMK dengan user yang dimuat dalam 

perjanjian lisensi, dimana LMK berkewajiban untuk menerbitkan izin kepada 

user, setelah user melakukan kewajibannya untuk membayar royalti kepada 

pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK. Kewenangan LMK sebagai 

lembaga pengumpul royalti yaitu diantaranya melakukan pengumpulan royalti, 

menerbitkan lisensi, mendistribusikan royalti, mengawasi penggunaan lagu, juga 

melakukan tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum apabila user 
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tidak berlandaskan lisensi. Berkenaan dengan bentuk tanggung jawab LMK 

sebagai lembaga yang menerima kuasa langsung dari pencipta atau pemegang hak 

cipta yaitu LMK akan melakukan tindakan yang tegas yang sejalan dengan hukum 

apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta serta berkoordinasi dengan aparat 

penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap user yang melanggar hak 

cipta untuk diberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran tersebut.  Namun 

dalam prakteknya ada hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

perlindungan terhadap hasil karya cipta pencipta atau pemegang hak cipta yaitu 

ketegasan dari penegak hukum yang masih sangat rendah serta tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih rendah mengenai hukum hak cipta. 

 

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Lembaga Manajemen Kolektif, Royalti, 

Undang-Undang Hak Cipta  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang istimewa yang 

diberikan oleh negara melalui prosedur dan syarat-syarat yang sudah ditentukan 

dalam undang-undang.HKI merupakan kreasi, baik dalam bidang seni, industri 

maupun teknologi.Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul 

atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.Adapun karya yang dapat 

didaftarkan sebagai kekayaan intelektual salah satunya adalah hak cipta. 

Hasil karya cipta bisa berupa karya tulis/karya sastra, ceramah, pidato, kuliah, alat 

peraga, lagu atau musik, drama, tari, koreografi, seni terapan, arsitektur, peta, 

batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, saduran, bunga rampai, dan masih 

banyak lagi lainnya.Seseorang yang ingin hasil karya ciptanya mendapatkan 

perlakuan khusus berupa perlindungan hukum maka ia harus mengikuti prosedur 

yang sudah ditetapkan oleh negara yaitu dengan pendaftaran hak cipta tersebut ke 

tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah 

Direktorat Jenderal HKI. Setelah dilakukan pendaftaran hasil karya cipta, maka 

sang pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan hak-hak khusus 

terhadap hasil karya ciptanya tersebut.  

Pendaftaran hak cipta tidak harus dilakukan karena tanpa didaftarkan hak cipta 

sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, hanya saja ciptaan yang tidak 
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didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya dalam hal terjadi suatu pelanggaran 

terhadap hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan.
1
Suatu 

pendaftaran yang dilakukan akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak 

cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.
2
Disisi lain arti 

penting pendaftaran hak cipta bagi pencipta ataupun pemegang hak cipta yaitu 

lebih mudah dalam pemberian lisensi kepada pihak lain, yang dibuat dengan surat 

perjanjian.
3
 

Pendaftaran hak cipta tersebut pada intinya dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan dikemudian hari berupa pelanggaran yang berbentuk 

penjiplakan, penggunakan suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang 

hak cipta, atau pelanggaran lain yaitu seringkali ditemukan dalam karya cipta lagu 

yang disiarkan melalui media elektronik, pihak penyelenggara siaran tidak 

mencantumkan nama pencipta. Pelanggaran atas hak moral itu, pencipta atau ahli 

warisnya sebenarnya dapat saja mengajukan tuntutan.
4
 

Pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta disebabkan oleh keadaan dimana 

kreasi intelektual manusia sangat terbatas meskipun manusia sebagai sumber daya 

keberadaanya tidak terbatas.Suatu kreasi intelektual adalah kekayaan (property) 

karena sistem HKI membebankan struktur dari kelangkaan (scarcity). Apabila hak 

cipta tidak merupakan kekayaan pribadi (privat property) maka banyak orang 

yang ingin mengambil manfaat dengan cara membonceng (free riding) yang 

                                                           
1
Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di 

Bidang Hak Cipta Paten dan Merek, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm.20 
2
Eddy Damian, Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, PT Alumni, Bandung, 2012, 

hlm.38 
3
Op.Cit. hlm.23 

4
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 

2006, hlm.101 
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membuat pencipta, inventor, atau pendesain tidak memperoleh kompensasi yang 

layak atas jerih payahnya dalam membuat kreasi intelektual berupa ciptaan, 

invensi, atau desain.
5
Adanya perlindungan terhadap HKI merupakan suatu 

penghargaan bagi pencipta, inventor, atau pendesain atas hasil karya cipta. 

Lagu atau musik merupakan suatu ciptaan yang banyak digunakan pencipta atau 

pemegang hak cipta sebagai sumber pendapatan. Pihak lain yang ingin 

menggunakan lagu dari seorang pencipta atau pemegang hak cipta maka ia harus 

terlebih dahulu meminta izin dari pencipta lagu atau orang yang memegang hak 

cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh 

pencipta atau pemegang hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat 

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya, yang 

disebut dengan pemberian lisensi. 

Pemberian lisensi ini diikuti dengan adanya kewajiban bagi para user
6
untuk 

melakukan pembayaran royalti.Pembayaran royalti adalah salah satu bentuk 

implementasi ditegakkannya pengakuan atas hak cipta secara umum dan secara 

khusus penegakan hak atas neighboring rights
7
di kalangan lembaga 

penyiaran.
8
Kemudahan bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memonitor 

penggunaan karya ciptanya dapat diwujudkan dengan menunjuk kuasa baik 

seseorang maupun lembaga yang bertugas mengurus hal tersebut. Undang-

                                                           
5
Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.12 
6
User berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah pengguna.Biasanya ditujukan 

kepada pengguna suatu sistem yang umumnya manusia, yang dalam hal ini yaitu pengguna suatu 

karya cipta lagu.Pengguna karya cipta lagu dapat berupa orang perorangan atau badan usaha, yang 

salah satunya dapat berupa perusahaan karaoke. 
7
Neighboring Rights (hak terkait)merupakan tiga kelompok pemegang hak cipta, yaitu 

pelaku pertunjukan (performer), produser fonogram, dan lembaga penyiaran, yang mempunyai 

hak-hak tersediri, Otto Hasibuan, Op.Cit, hlm.44-45.  
8
OK. Saidin, Op.Cit, hlm.145  
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Undang Hak Cipta hasil amandemen terbaru menjelaskan suatu lembaga yang 

bertugas menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan hak cipta kepada 

user, mengeluarkan lisensi untuk user, mengumpulkan dan mendistribukan royalti 

disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektifatau biasa disingkat dengan LMK. 

LMK merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga 

untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak 

cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban 

melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya 

kepada publik.
9
 

Dibentuknya LMK merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pencipta, 

dan memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas pengguna karya 

mereka. Selain itu, perlunya wadah pengadministrasian kolektif hak cipta untuk 

memudahkan masyarakat meminta izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

menggunakan hasil karya ciptanya merupakan alasan lain dibentuknya LMK. 

Setiap pemilik hak cipta atau hak-hak terkait dapat menjadi anggota dari LMK 

asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan.LMK 

berwenang dalam hal pengumpulan royalti lagu atau musik yang mana pencipta 

atau pemegang hak ciptanya sudah melakukan perjanjian dengan LMK, dimana 

pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kewenangan serta tanggung jawab 

dalam hal pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu atau musik. 

Kehadiran LMK dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan pencipta, 

pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait di satu pihak agar hak-hak 

ekonominya dapat terpenuhi dan kepentingan pengguna lagu atau musik yang 

                                                           
9
Eddy Damian, Op.Cit, hlm.63-64 
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bersifat komersial di pihak lain agar dapat mengeksploitasi karya cipta secara 

lebih mudah dan memenuhi ketentuan perundang-undangan hak cipta. Tujuan 

pembentukan LMK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan pencipta dan 

pemegang hak terkait untuk mendukung pembangunan perekonomian 

nasional.
10

Keberadaan LMK sangat membantu pencipta atau pemegang hak cipta 

dan pemilik hak terkait, dimana dengan adanya LMK para pencipta atau 

pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait tidak perlu repot untuk menjaga 

karyanya karena akan ada lembaga yang membantu mengumpulkan royalti dari 

penggunaan secara komersial karya cipta para pencipta atau pemegang hak cipta 

dan pemilik hak terkait. 

LMK yang bertugas dan berwenang mengumpulkan dan mendistribusikan serta 

kegiatan lain yang berhubungan dengan royalti melakukan suatu perjanjian 

dengan pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait. 

Perjanjian antara LMK dan pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemegang 

hak terkait akan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

Aturan mengenai hak dan kewajiban juga akan menjelaskan bagaimana 

kedudukan masing-masing pihak. Setelah munculnya hak dan kewajiban para 

pihak, maka akan timbullah kewenangan dari LMK. Kewenangan dari LMK akan 

selalu diikuti dengan tanggung jawab dari LMK terkait perlindungan terhadap 

hasil karya cipta seorang pencipta atau pemegang hak cipta. 

Keberadaan LMK sebagai lembaga pengumpul royalti sesuai dengan amanat 

Undang-Undang Hak Cipta terbaru sangat menarik, sehingga penulis tertarik 

                                                           
10

Bernard Nainggolan, Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen 

Kolektif, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 310-311 
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untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum LMK sebagai lembaga 

pengumpul royalti. Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan bagaimana 

kedudukan hukum suatu LMK terkait penggunaan suatu hak cipta secara 

komersial yang menimbulkan keharusan user membayar royalti kepada pencipta 

atau pemegang hak cipta, sehingga terdapat kepastian hukum bagi para pencipta 

atau pemegang hak cipta terkait royalti dari hasil karya ciptanya, karena dirasa 

masih perlu informasi untuk penulis ketahui tentang kedudukan hukum LMK 

sebagai lembaga pengumpul royalti. Adanya rasa keingintahuan yang besar dari 

diri penulis, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dan melakukan 

penelitian dengan judul:  Kedudukan Hukum Lembaga Manajemen 

KolektifSebagai Lembaga Pengumpul Royalti Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas, selanjutnya masalah 

dalam penelitian inidirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana hubungan hukum antara Lembaga Manajemen Kolektifdengan 

pencipta atau pemegang hak cipta? 

b. Bagaimana kewenangan Lembaga Manajemen Kolektifsebagai lembaga 

pengumpul royalti? 

c. Bagaimana bentuk tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektifsebagai 

lembaga pengumpul royalti? 
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2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahannya adalah: 

a. Ruang lingkup keilmuan 

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai 

kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif. Bidang ilmu ini adalah hukum 

keperdataan (ekonomi), khususnya Hukum Kekayaan Intelektual. 

b. Ruang lingkup pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan adalah hubungan hukum antara Lembaga Manajemen 

Kolektifdengan pencipta atau pemegang hak cipta, kewenangan Lembaga 

Manajemen Kolektifsertabentuk tanggung jawabLembaga Manajemen 

Kolektifdalam hal pengumpulan royalti. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis hubungan hukum antara 

Lembaga Manajemen Kolektifdengan pencipta atau pemegang hak cipta. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kewenangan Lembaga 

Manajemen Kolektif. 

c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk tanggung jawab 

Lembaga Manajemen Kolektif. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan 

pengetahuan ilmu hukum yaitu Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya 

mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga pengumpul royalti. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai ilmu bidang hukum 

khususnya Hukum Kekayaan Intelektual. 

2) Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan 

permasalahan pokok bahasan Hukum Kekayaan Intelektualkhususnya 

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga pengumpul royalti. 

3) Sebagai salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan langsung dari 

intellectual property.Selain itu, istilah intellectual property juga dikenal dengan 

istilah intangible property, creative property, dan incorporeal property.
11

 WIPO 

(World Intellectual Property Organization) sebuah lembaga internasional 

dibawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “kreasi 

yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, 

symbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan”. Definisi 

dari WIPO ini merupakan contoh yang paling nyata bahwa HKI memang tidak 

dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya. 

Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc-Keough and Andrew 

Stewart yang mendefinisikan HKI sebagai “sekumpulan hak yang diberikan oleh 

hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang 

kreatif”.Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh UNCTAD-

ICTSD.Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “hasil-hasil usaha 

manusia kreatif yang dilindungi hukum”. Sedangkan Ditjen HKI bekerja sama 

dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai “hak yang timbul bagi hasil olah pikir 

otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.” 

                                                           
11

Arif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folkor di Indonesia, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2010, hlm.51 
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Definisi HKI yang dirumuskan oleh para ahli selalu dikaitkan dengan tiga elemen 

penting berikut ini: 

a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum; 

b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada 

kemampuan intelektual; dan 

c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.
12

 

HKI adalah suatu sistem yang sekarang melekat pada tata kehidupan modern, 

misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha.Indonesia adalah suatu 

negara berkembang yang sistem HKI-nya sudah lama tumbuh. Terhitung sejak 

Indonesia merdeka, undang-undang bidang HKI Nasional pertama kali dilahirkan 

tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek 

Perusahaan dan Merek Perniagaan.
13

HKI sendiri adalah hak eksklusif yang 

diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk 

memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan 

intelektual yang dimiliki atau diciptakan. 

Istilah HKI sebelumnya bernama Hak Milik Intelektual. Menurut Bambang 

Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok 

yang membentuk pengertian Intellectual Property Right, yaitu hak kekayaan dari 

kemampuan intelektual. Dengan begitu dirasa nama hak milik intelektual tidak 

sesuai sehingga digantikan dengan nama HKI. 

                                                           
12

Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian 

Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.1-2 
13

Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, PT Alumni, 

Bandung, 2011, hlm.8 
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Pengaturan HKI secara pokok dapat dikatakan telah lengkap dan memadai, karena 

menjangkau ketujuh jenis HKI. Secara teoritis HKI memuat didalamnya lima 

jenis prinsip dasar, seperti diuraikan dibawah ini: 

a. Hak Otoritas 

HKI adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau asset berupa 

benda yang tidak berwujud (intangible assets).
14

HKI baru ada secara hukum 

jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari 

negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual.Melalui 

mekanisme pengurusan dokumentasi diberikan hak kepada pemohon HKI, 

termasuk inventor, pendesain serta pemilik.
15

 

b. Hak Privat dan Pasar 

HKI adalah hak bagi pemilik karya intelektual jadi sifatnya individual, 

perorangan, privat.Namun, masyarakatlah yang mendapat kemaslahatannya 

melalui mekanisme pasar.Bell menemukan telepon, Watt menemukan mesin 

uap, Edison menemukan listrik. Karya intelektual yang telah mendapat atau 

telah dikemas dengan hak eksklusif yang oleh sebab itu  merupakanproperty 

pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul 

karena pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, 

itu sebabnya dalam HKI ada unsur penerapan industrial (industrial 

applicability), yakni dapatnya invensi yang bersangkutan diterapkan dalam 

industri.
16

 

 

                                                           
14

Ibid, hlm.12 
15

Ibid, hlm.13 
16

Ibid, hlm.14-15 
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c. Satu Kesatuan 

HKI merupakan satu kesatuan sistem.HKI mencakup berbagai bidang yang 

luas, sehingga diperlukan pengikatan antara semua unsur agar saling terkait 

menjadi satu. Walaupun saat ini berada dibawah Kementerian Hukum dan 

HAM, pengelolaan sistem HKI dilakukan berkoordinasi dengan instansi 

terkait seperti yang direfleksikan dalam berbagai bidang HKI, yaitu hak 

cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak 

sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.
17

 

Pada hakekatnya HKI merupakan refleksi dari pengembangan diri manusia, yakni 

untuk berkreasi, termasuk menghasilkan berbagai karya intelektual seperti 

invensi, karya cipta desain serta berbagai gambar dan formula untuk dunia usaha 

dan bisnis.
18

 

B. Konsep Hak Cipta dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak seseorang terhadap hasil penemuannya dalam bidang 

tertentu yang dilindungi oleh undang-undang seperti hak cipta dalam mengarang, 

mengubah musik dan penemuan-penemuan lain yang sejenis.
19

Hak cipta adalah 

hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan.
20

Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, 

                                                           
17

Ibid, hlm.17 
18

Ibid, hlm.101 
19

Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.154 
20

OK. Saidin, Op.Cit, hlm.58 
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imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam 

bentuk nyata (Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta). 

Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan 

oleh undang-undang, aturan dan sebagainya). Sedangkan cipta adalah kemampuan 

pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, atau dapat pula diartikan sebagai 

angan-angan yang kreatif.Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21

Hak cipta adalah hak 

khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya maupun untuk memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hak khusus dari pencipta dimaksudkan tidak ada orang lain yang 

boleh melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin penciptanya.
22

 

Sebagai hak khusus, pencipta atau pemegang hak cipta, mempunyai hak untuk: 

a. Memperbanyak ciptaan, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat 

menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau 

menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan 

yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan; 

                                                           
21

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.116 
22

Munawar Kholil, Sekilas Tentang Hukum Hak Cipta, disampaikan pada Pelatihan dan 

Pemanfaatan HKI bagi mahasiswa yang mempunyai Karya Inovasi, UNS, Surakarta, Juli 1999 

dalam Syarifuddin,Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, PT Alumni, Bandung, 2013, 

hlm.44 
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b. Mengumumkan ciptaan, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat 

menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan dapat 

didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain; 

c. Memperbanyak hak, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka 

pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar 

hak ciptanya.
23

 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak cipta adalah hak 

eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.Hak moral adalah hak-hak yang 

melindungi kepentingan pribadi pencipta.Hak moral merupakan hak yang khusus 

serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil karya cipta, dan hak itu tidak 

dipisahkan dari penciptanya.
24

Hak moral adalah suatu hak yang diberikan kepada 

pencipta untuk melarang dan mencegah orang lain untuk melakukan distorsi 

mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, 

pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan suatu ciptaan 

yang dapat merusak apresiasi dan reputasi pencipta walaupun hak ekonomi 

pencipta telah berakhir.
25

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 

atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, 

walaupun hak cipta ataupun hak terkait telah dialihkan.Secara umum, hak moral 

berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan 

                                                           
23

Sentosa Sembiring,Op.Cit, hlm.18-19 
24

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, Op.Cit, hlm.74 
25

Eddy Damian, Op.Cit, hlm.42 
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karyanya.Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan 

kata lain ada hubungan integral di antara keduanya. 

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral 

seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap 

suatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya.Hal 

demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya 

jika pencipta meninggal dunia.
26

Hak moral tidak seperti hak ekonomi, hak moral 

adalah hak yang tidak dapat dialihkan. Ada dua jenis hak moral, yaitu: 

a. Hak untuk diakui sebagai pencipta 

Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan 

dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut; 

b. Hak keutuhan karya 

Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi 

merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa 

pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan 

dengan karya cipta.
27

 

Hak ekonomi merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang secara 

eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan keekonomian suatu ciptaan yang 

biasanya berupa publikasi suatu salinan ciptaan atau fonogram supaya dapat 

tersedia untuk publik dalam jumlah tertentu, perbanyak ciptaan, 

mengkomunikasikan kepada publik dengan suatu pertunjukan, atau penyiaran 

                                                           
26

Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm.69 
27

Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, hlm.89 
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melalui kabel atau tanpa kabel melalui lembaga penyiaran, dan lain-lain.
28

Hak 

ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

mendapatkan ekonomi atas ciptaan (Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta). Pasal 9 

Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak 

cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: 

a. penerbitan ciptaan; 

b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. penerjemahan ciptaan; 

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau penginformasian ciptaan; 

e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; 

f. pertunjukan ciptaan; 

g. pengumuman ciptaan
29

; 

h. komunikasi ciptaan; dan 

i. penyewaan ciptaan. 

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi seperti yang disebutkan di atas 

wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. 

Berbeda dari bidang-bidang kekayaan HKI lain, hak cipta lahir bukan karena 

pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki penciptanya pada saat 

lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang 

mendasari hak cipta.Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk 

mendaftarkan karyanya, dan meskipun pendaftaran bukanlah suatu kewajiban, 

                                                           
28

Eddy Damian, Op.Cit, hlm.41 
29

Pengumuman yang dimaksud dalam hal ini adalah pembacaan, penyiaran, pameran, 

penjualan, pengedaran, penyebarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk 

media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengan 

atau dilihat orang lain, Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Hak Cipta 
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dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi para pencipta 

karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa.
30

 

Konsep pengaturan mengenai hak cipta juga menjelaskan bahwa suatu hak cipta 

dapat saja beralih dan dialihkan melalui hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis 

atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Mengenai perlindungan hukum, jangka waktu perlindungan hak cipta yang 

dimiliki oleh pencipta paling lama adalah selama hidup pencipta dan berlangsung 

selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Beberapa ciptaan 

tertentu.dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka 

waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak 

pertama kali diumumkan (misalnya fotografi).
31

 

Ciptaan yang mendapat perlindungan hukum merupakan hasil karya dari 

pencipta.Salah satu hasil karya cipta pencipta yaitu lagu atau musik.Lagu atau 

musik merupakan suatu hasil karya cipta yang harus mendapat perlindungan.Lagu 

atau musik dalam hal ini memiliki perbedaan arti.Lagu adalah suatu kesatuan 

musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan.Setiap lagu 

ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. 

Menurut eksiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri atas beberapa unsur yaitu  

melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang 

karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh 

suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi 

suatu kesatuan organik.Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan 
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Tomi Suryo Utomo, Op.Cit, hlm.71 
31

Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm.117 
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mengiringi melodi.Aransemen adalah penataan terhadap melodi, selanjutnya 

notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka. 

Pengertian musik menurut eksiklopedia Indonesia lebih lanjut adalah seni 

menyusun suara atau bunyi.Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun 

bunyi atau suara indah semata-mata.Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah 

lama digunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau 

bunyi semacam itu.
32

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan 

sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun 

terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk 

notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.
33

Utuh yang dimaksudkan 

yaitu adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta 

pencipta. 

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (Pasal 1 

ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta). Berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang Hak Cipta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah 

orang perorangan, akan tetapi apabila suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, 

maka badan hukum bisa saja dianggap sebagai penciptanya.Undang-Undang Hak 

Cipta menyebutkan bahwa orang dianggap sebagai pencipta apabila namanya 

telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jendral HKI, atau 

orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta 

suatu ciptaan. 
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Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang 

menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima 

lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah (Pasal 1 ayat 

(4) Undang-Undang Hak Cipta). Keadaan dimana pemegang hak cipta bukan 

pencipta, terjadi karena adanya proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada 

pihak tertentu disertai dengan pemberian kompensasi (imbalan atau royalti) dari 

penerima hak cipta kepada pencipta.
34

 

C. Konsep Royalti 

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk 

hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Pasal 1 ayat (21) 

Undang-Undang Hak Cipta).Royalti inilah yang menjadikan suatu ciptaan 

memiliki nilai ekonomi.Royalti merupakan inti daripada hak ekonomi pencipta 

atau pemegang hak cipta.Adanya royalti menunjukkan penghargaan terhadap jerih 

payah dan talenta para pencipta atau pemegang hak cipta, sekaligus memberikan 

motivasi kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melahirkan ciptaan-

ciptaan baru atau untuk berkarya. Tanpa royalti, tidak ada penghargaan yang patut 

kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan akibatnya proses penciptaan atau 

kreativitas akan terhenti. 

Secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta 

atau produk terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan 

dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau 

produk hak terkait.Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan 

dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis 
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atau akta.
35

Saat ini besaran royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif 

Nasional. 

Pencipta atau pemegang hak cipta tidak selalu dapat mengeksploitasi sendiri 

ciptaannya, para pencipta atau pemegang hak cipta memiliki keterbatasan untuk 

menjadikan ciptaannya menjadi uang. Pencipta membutuhkan peran pihak lain, 

dan untuk itu pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak 

ekonominya kepada pihak lain. Dikaitan dengan pengalihan hak-hak ekonomi 

pencipta atau pemegang hak cipta muncul apa yang disebut dengan lisensi. 

Lisensi adalahizin tertulis yang diberikan oleh PemegangHak Cipta atau Pemilik 

Hak Terkait kepada pihak lainuntuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya 

atauproduk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang 

Hak Cipta). Lisensi merupakan izin tertulis (otentik) untuk menggunakan hak 

cipta yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak 

terkait untuk melaksanakan perbuatan publikasi atau perbanyakan selama jangka 

waktu berlaku lisensi dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atau 

pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali diperjanjikan lain.
36

Lisensi 

adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau 

perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin.Tanpa 

adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu 

tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan 

hukum.
37

Prinsip dasar yang dianut adalah, kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu 
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bersifat noneksklusif.Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta 

tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga 

lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya.
38

 

Penerima lisensi harus membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta sebagai pemberi lisensi sesuai dengan perjanjian lisensi.Perjanjian lisensi 

hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi 

memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada user sebagai 

penerima lisensi untuk memanfaatkan lagu ciptaannya dengan memperoleh 

imbalan berupa royalti.Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan 

surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaannya. Perjanjian lisensi dilarang 

memuat ketentuan yang langsung/tidak langsung dapat menimbulkan akibat 

merugikan perekonomian negara.
39

Melalui lisensi, pencipta atau pemegang hak 

cipta memberikan izin kepada suatu pihak untuk menggunakan, menyebarluaskan, 

dan sebagainya suatu hasil karya cipta.Izin tersebut bukan diberikan dengan 

cuma-cuma.Sebagai imbalan atas penggunaan hasil karya cipta tersebut, pencipta 

atau pemegang hak cipta yang memberi izin memperoleh pembayaran yang 

disebut dengan royalti dalam kurun waktu tertentu. 
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Pada dasarnya ada 5 (lima) penggunaan karya cipta yang harus melalui pemberian 

lisensi, yaitu: 

a. Lisensi Mekanikal (Mechanical Licenses) 

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin 

penggunaan karya cipta.Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi 

langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan 

lagu ciptaannya untuk dieksploitir.Artinya, siapa saja yang ingin merekam, 

memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan 

komersial berkewajiban mendapatkan lisensi mekanikal.Bila sebuah lagu telah 

dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu 

yang disepakati bersama, pencipta lagu dapat memberikan lisensi mekanikal 

untuk lagu ciptaan tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk 

dieksploitasi kembali.Biasanya album dirilis kedua dan selanjutnya diterbitkan 

dalam bentuk album seleksi atau kompilasi. 

b. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (Performing Licenses) 

Lisensi penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi 

lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain 

sebagainya.Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada 

umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut wajib 

membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu.Pemungutan 

royalti Performing Right ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah 

lembaga administratif kolektif hak cipta. 
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c. Lisensi Sikronisasi (Synchronization Licenses) 

Melalui sebuah lisensi sinkronisasi, pengguna dapat mengeksploitasi ciptaan 

seseorang dalam bentuk visualimage untuk kepentingan komersial.Visual image 

ini biasanya berbentuk film, video, DVD, VCD, CD, MP3, program televisi atau 

audio visual
40

 lainnya. 

d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (Print Licenses) 

Lisensi ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk 

cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu 

yang diedarkan secara komersial.Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku 

nyanyian atau dimuat pada majalan musik dan lain-lain. 

e. Lisensi Luar Negeri (Foreign Linceses) 

Lisensi luar negeri adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau 

penerbit musik kepada sebuah perusahaan agency di sebuah negara untuk 

mewakili mereka memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh 

user di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia.
41

 

D. Konsep Lembaga Manajemen Kolektif 

 

Lembaga Manajemen Kolektif yaitu institusi yang berbentuk badan hukum 

nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik 

hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan 

mendistribusikan royalti (Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Hak Cipta).Lembaga 

Manajemen Kolektif merupakan lembaga non-pemerintah yang berbentuk badan 
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hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak 

terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan 

mendistribusikan royalti.
42

Lembaga Manajemen Kolektif yang kemudian 

disingkat menjadi LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada 

menteri agar dapat mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti.Setiap LMK 

harus bersifat non-profit (nirlaba) yang beroperasi untuk kepentingan pencipta dan 

pemegang hak terkait serta untuk kepentingan nasional. 

Sebuah LMK didalam pendiriannya memiliki persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi, yaitu: 

a. Calon LMK harus mengajukan permohonan pendirian LMK kepada Menteri 

Hukum dan HAM Republik Indonesia; 

b. Calon LMK harus berbentuk badan hukum; 

c. Calon LMK harus mendapatkan dukungan pencipta dan pemegang hak 

terkait sebagai calon pemberi kuasa paling sedikit 50 (lima puluh) orang 

yang ditujukan dengan surat pernyataan bermaterai; 

d. Calon LMK harus menunjukkan kemampuan financial untuk dapat 

beroperasi sebelum berhasil mengumpulkan royalti. 

Pada bagian operasional LMK, yang harus diatur dalam undang-undang, yaitu: 

a. Setiap LMK berhak memberikan lisensi penggunaan lagu atau musik, 

khususnya bagi pengguna lagu atau musik yang bersifat komersial. LMK 

harus membuat daftar pengguna lagu yang menjadi sasaran lisensi dan 

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI; 
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b. Setiap LMK berhak menagih dan mengumpulkan royalti dari pengguna lagu 

atau musik yang sudah memiliki lisensi pengunaan lagu atau musik. LMK 

harus menetapkan tarif royalti dan ukuran-ukuran yang dipakai yang 

disepakati secara bersama dengan asosiasi pengguna lagu atau musik dan 

mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI; 

c. Royalti yang dikumpulkan LMK, setelah dipotong biaya administrasi yang 

besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) harus didistribusikan 

sepenuhnya kepada pencipta atau pemegang hak terkait yang berhak. LMK 

harus membuat sistem pendistribusian royalti yang mendapat persetujuan 

dari Menteri Hukum dan HAM RI; 

d. Setiap LMK harus membuat sistem administrasi keuangan dan sistem 

akuntasi serta sistem pengelolaan asset yang sesuai dengan aturan hukum 

yang berlaku; 

e. Setiap LMK harus memiliki website yang berisikan informasi menyeluruh 

tentang LMK dan untuk pelayanan kepada user dan stakeholder (pencipta, 

pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait serta masyarakat); dan 

f. Setiap LMK harus membuat laporan keuangan setiap akhir tahun yang 

diaudit oleh akuntan publik dan mempublikasikan di media massa, 

setidaknya pada website LMK yang bersangkutan.
43

 

Kembali pada tujuan awal pembentukan LMK yaitu menjaga hak ekonomi dari 

pencipta, maka setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait 

harus menjadi anggota LMK guna menjaga hak ekonomi tersebut agar LMK 
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dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta 

dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. 

Pengguna hak cipta atau hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar 

royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga ini, dengan 

demikian pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh user 

tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang Undang Hak Cipta, sepanjang user 

telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.
44

 

LMK memberikan solusi dari masalah yang berkaitan dengan hak cipta dalam 

bentuk membantu memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas 

penggunaan karyanya.LMK ditunjuk oleh pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mengurus hak ciptanya. Hal-hal yang diurus oleh LMK diantaranya yaitu 

pengesahan hak-hak pemungutan royalti dan pelaksanaan hak untuk dan atas 

nama pemegang hak cipta. Didalam Undang-Undang Hak Cipta, LMK diatur 

didalam Bab XII (Pasal 87-Pasal 93). 

LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi 

hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik 

berdasarkan keadilan (Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta). LMK hanya 

dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) 

tahun pertama sejak berdirinya LMK berdasarkan undang-undang ini, LMK dapat 

menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari 
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jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. (Pasal 91 Undang-

Undang Hak Cipta). 

Fungsi dari LMK dibidang lagu atau musik adalah sebagai berikut: 

a. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam 

melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna 

lagu atau musik (user). 

b. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan 

hak-hak ekonominya dan memastika supaya setiap pengeksploitasian 

ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi 

pemakaian lagu atau musik. 

LMK wajib melakukan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh 

akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya 

kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik. Menteri 

melaksanakan evaluasi terhadap LMK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
45

 

Salah satu LMK di Indonesia, yaitu Wahana Musik Indonesia (WAMI).WAMI 

adalah suatu badan usaha yang bergerak dibidang Collective Management 

Organization (CMO) atau Lembaga Manajemen Kolektif pengelola eksploitasi 

karya cipta lagu terutama untuk royalti atas hak mengumumkan (performing 

rights).WAMI tidak menjalankan penerbitan pemasaran atau eksploitasi komersial 

dari lagu-lagu, lingkup pekerjaan WAMI adalah hanya mengelola hak 

pengumuman lagu-lagu/karya cipta musik dari pemberi kuasa.WAMI berdiri pada 

15 September 2006 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 5 
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Januari 2007. Awal berdirinya WAMI, bentuk badan hukumnya yaitu PT, namun 

pada April 2015 menjadi badan hukum nirlaba sesuai dengan amanat Undang-

Undang Hak Cipta setelah didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM dan telah 

mendapatkan izin operasional.Sebagai salah satu LMK, WAMI hanya memiliki 

cabang di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dan hanya terbatas pada 

pengurusan lisensi.
46

 

WAMI didirikan oleh beberapa penerbit lagu (publishers) Indonesia, anggota 

APMINDO (Asosiasi Penerbit Musik Indonesia), seperti Musica Studio, Aquarius 

Pustaka Musik, Musica Studios,Nagaswara Publisherindo, Jawara Pustaka Musik, 

Penerbit Karya Musik Pertiwi, Trinity Optima Publishing,  Mobimax Multimedia, 

Mitra Kreasi Prima, ARKA Publishing & Universal Publishing, sebagai 

pemegang hak eksploitasi yang sah atas karya cipta lagu.
47

 Tujuan didirikannya 

WAMI adalah mengelola eksploitasi hak mengumumkan atau performing rights 

di samping publishers yang mengelola mechanical rights. Aktivitas pengelolaan 

performing rights oleh WAMI adalah me-manage dan meng-collect royalti dari 

iklan di media baik media cetak, televisi, radio, digital, serta media lainnya 

berdasarkan per-tayang/download. WAMI berhak memungut royalti atas hak 

mengumumkan kepada user lain, seperti live concert, hotel, restoran, cafe, 

shopping centre, cinema, karaoke house, recreation park, transportation, dan ring 

back tone (RBT) berdasarkan kuasa dari penerbit musik dan pencipta lagu.
48
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Selain WAMI, terdapat 2 (dua) LMK lain, yaitu Royalti Anugerah Indonesia 

(RAI) dan Karya Cipta Indonesia (KCI).RAI dan KCI memiliki kewenangan yang 

berbeda, yaitu RAI sebagai LMK yang diberikan kuasa oleh pencipta atau 

pemegang hak cipta berwenang dalam hal pengumpulan dan pendistribusian 

royalti serta hal-hal lain yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi pencipta 

atau pemegang hak cipta khususnya lagu dangdut, sedangkan KCI berwenang 

dalam hal pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu-lagu dalam negeri (lagu 

Indonesia). 

E. Konsep Perjanjian 

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).Definisi ini 

dipandang tidak jelas dikarenakan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan 

perbuatannya saja yang dapat diartikan setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, 

tidak tampak asas konsensualisme dan bersifat dualisme. 

Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang 

berjanji pada satu orang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan sesuatu hal.Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara 

dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat 

dipaksakan oleh Undang-Undang. 

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian seperti 

yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, 

kecakapan bertindak, adanya objek tertentu dan adanya kausa yang halal. 
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Didalam keberlakuannya, terdapat asas-asas dalam perjanjian, yaitu: 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) 

KUH Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada 

para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian 

dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan serta 

menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
49

 

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH 

Perdata.Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa salah satu syarat 

sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.Asas 

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada 

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan 

kedua belah pihak.Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan 

pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
50

 

c. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum.Asas 

ini berhubungan dengan akibat perjanjian.Asas Pacta Sunt Servanda merupakan 

asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang 

dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.Mereka 
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tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh 

para pihak.Asas ini disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang 

berbunyi “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.
51

 

d. Asas Itikad Baik (Goede Trouw) 

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang 

berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.Asas ini merupakan 

asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan 

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
52

 

e. Asas Kepribadian (Personalitas) 

Asas  kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan 

melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan 

saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.Pasal 

1315 KUH Perdata berbunyi “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan 

perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.Inti ketentuan ini bahwa 

seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya 

sendiri.Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “perjanjian hanya berlaku antara pihak 

yang membuatnya”.Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.Namun ketentuan itu ada 

pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata, 

yang menentukan bahwa “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak 

ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada 

orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.Pasal ini mengkonstruksikan 

                                                           
51

Ibid, hlm.9 
52

Ibid, hlm.10-11 



32 

 

bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga 

dengan suatu syarat yang ditentukan.Sedangkan didalam Pasal 1318 KUH Perdata 

tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan 

ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.
53

 

Suatu perjanjian yang menjadi batal dikarenakan beberapa alasan, yaitu: 

a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan undang-undang untuk jenis 

perjanjian formil, yaitu berakibat perjanjian batal demi hukum. 

Batal demi hukum berarti bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak 

sah.Batal demi hukum menunjukkan bahw tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu 

tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang 

persyaratan atau keadaan yang membuat batal demi hukum terpenuhi. 

b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat perjanjian batal 

demi hukum, atau perjanjian dapat dibatalkan. 

Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah 

kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak 

dilarang.Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif artinya bergantung 

pada subjek yang mengikatkan dirinya, sementara syarat ketiga dan keempat 

merupakan syarat objektif, yaitu kondisi atas terjadinya suatu perjanjian.Akibat 

hukum yang terjadi apabila syarat subjektif tidak terpenuhi yaitu perjanjian dapat 

dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka berakibat 

perjanjian batal demi hukum. 

c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat. 
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Syarat batal dalam sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa atau fakta tertentu 

yang belum tentu akan terjadi di masa depan, namun para pihak dalam perjanjian 

itu sepakat bahwa bila peristiwa atau fakta tersebut benar terjadi maka perjanjian 

tersebut menjadi batal. Syarat batal ini merupakan kebalikan dari syarat tangguh, 

yang apabila peristiwa atau fakta yang belum tentu terjadi di masa depan itu benar 

terjadi adanya maka justru membuat lahirnya perjanjian yang 

bersangkutan.Ketentuan tentang kedua syarat ini diatur dalam Pasal 1253 KUH 

Perdata. 

d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana. 

Pembatalan oleh pihak ketiga berdasarkan actio pauliana diatur dalam Pasal 1341 

KUH Perdata. 

e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-

undang. 

Terdapat norma hukum dalam sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa 

lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan undang-undang tersebut 

berwenang untuk membatalkan perjanjian tertentu.
54

 

Sang pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau pemegang hak terkait melakukan 

suatu perjanjian dengan LMK dalam hal pengumpulan dan pendistibusian serta 

hal-hal lain yang berkaitan dengan royalti, yang isinya ditentukan secara bersama-

sama dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. 

Perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa 

adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) 

                                                           
54

Elly Erawati dan Herlien Budioni, Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian, PT 

Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.45-59 



34 

 

kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan 

suatu urusan (Pasal 1792 KUH Perdata).
55

 Pemberian kuasa dapat dilakukan 

secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau  lebih, atau 

secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
56

Untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan pemberian kuasa khusus yang 

menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, misalnya untuk mengumpulkan 

royalti dari pengguna hak cipta, serta mendistribusikan royalti kepada para 

pencipta atau pemegang hak cipta, serta menerbitkan lisensi kepada user. 

F. Kerangka Pikir 
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Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pengumpulan dan 

pendistribusian royalti terjadi hubungan hukum antara LMK dengan pencipta atau 

pemegang hak cipta juga LMK dengan pengguna hak cipta (user).Hubungan 

hukum tersebut menimbulkan suatu kewenangan dari LMK dalam hal 

pengumpulan royalti, serta menimbulkan tanggung jawab dari LMK terkait 

kewenangannya mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Hubungan hukum 

antara LMK dengan pencipta atau pemegang hak cipta akan serta merta 

menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terikat dalam 

suatu perjanjian. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang betujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.  

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan 

dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa, 

dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu 

kerangka tertentu.
57

 Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan 

tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan 

hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan 

prilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan 

dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.
58
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Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga 

tipe, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau 

normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.
59

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau 

kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.
60

 Peristiwa hukum yang dimaksud yaitu terkait keberlakuan Undang-

Undang Hak Cipta terhadap proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh 

LMK. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe 

deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, 

rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-

Undang, naskah kontrak atau objek kajian lainnya.
61

Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan, 

menggambarkan, dan menganalisis mengenai kedudukan hukum, wewenang serta 

bentuk tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif. 
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B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan 

yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (approach of 

legal content analysis). Substansi hukum dalam hal ini substansi kedudukan 

hukum Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga pengumpul royalti 

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

C. Sumber Data dan Jenis Data 

Dalam mendapatkan data yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai 

dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui 

wawancara dengan Budi Yuniawan selaku Ketua Umum pada Wahana Musik 

Indonesia (WAMI) Jakarta yang berkaitan dengan keberlakuan Undang-Undang 

Hak Cipta terhadap proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh 

LMK.WAMI yang merupakan salah satu LMK di Indonesiadijadikan sebagai 

narasumber mengenai LMK dikarenakan kesediaannya untuk memberikan 

informasi lebih jelas mengenai LMK. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara 

kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan 

perundang-undanganyang  berlakusebagai hukum positif yang memuat ketentuan 

tentang HKI, hak cipta, hukum perjanjian dan jurnal ilmiah dan internet yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari: 
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain: 

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

(b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan 

(c) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga 

Manajemen Kolektif. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian 

ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan 

lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.
62

 

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya 

adalahKamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, 

indeks kumulatif dan seterusnya. 
63

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi  Pustaka 

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal 

dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam 

penelitian hukum normatif.Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data 

sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan 
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perundang-undangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian yang dibahas. 

b. Studi Wawancara 

Studi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog 

secara lisan baik maupun langsung maupun tidak langsung. Studi wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan 

permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Budi Yuniawan selaku Ketua 

Umum Wahana Musik Indonesia (WAMI).Hal ini dilakukan sebagai data 

pendukung dalam penelitian mengenai kedudukan hukum, wewenang serta bentuk 

tanggung jawab LMK. 

c. Lokasi Wawancara 

Untuk menunjang penelitian penulis maka penulis melakukan wawancara di 

Kantor Wahana Musik Indonesia (WAMI), Wisma Aldiron GF Suite 040, Jalan 

Gatot Subroto Kav.72, Jakarta 12780. 

E. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data 

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen 

sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan 

sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian ini. 
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b. Rekonstruksi data 

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. 

c. Sistematika Data 

Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan melakukan penafsiran terhadap 

data dari studi pustaka dan hasil wawancara.Kemudian dirumuskan kembali untuk 

menjawab permasalahan penelitian. 
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V. KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menarik 

kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta tertuang dalam 

perjanjian pemberian kuasa oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada 

LMK sebagai lembaga yang menerima kuasa langsung. Sebagai timbal balik 

dari pemberian kuasa yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta 

kepada LMK, LMK menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan serta 

mendistribukan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. 

Hubungan hukum yang terjadi antara LMK dengan perusahaan karaoke 

dituangkan dalam suatu perjanjian lisensi, dimana LMK akan menerbitkan 

lisensi penggunaan lagu atau musik dalam bentuk pengumuman kepada user 

sebagai izin pengeksploitasian hasil karya cipta, kemudian user diwajibkan 

untuk membayarkan royalti sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan 

berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. 

2. Kewenangan LMK sebagai lembaga pengumpul royalti dapat berupa; 

a Memberi lisensi penggunaan lagu atau musik kepada useruntuk 

memindahkan, mengalihkan, mensub-lisensikan perjanjian lisensi 

maupun segala hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi; 



70 

 

b Memungut royalti dari user; 

c Mendistribusikan royalti kepada para pencipta lagu yang diwakilinya 

berdasarkan sistem yang adil; 

d Mengawasi penggunaan lagu atau musik oleh masyarakat dan 

mengambil tindakan yang diperlukan yang sejalan dengan hukum 

manakala terdapat penggunaan lagu atau musik yang tidak 

berlandaskan lisensi.; 

e Meminta daftar lagu-lagu yang dipergunakan oleh penerima lisensi; 

f Melakukan revisi, perubahan, penambahan, ataupun pengurangan tarif 

dengan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima lisensi selambat-

lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya tahun lisensi yang sedang 

berjalan; 

g Menyesuaikan tarif, sesuai dengan inflasi setiap tahun secara otomatis; 

h Memasuki tempat pertunjukan yang dikelola penerima lisensi dalam 

waktu dan jumlah yang wajar untuk melakukan penghitungan maupun 

pendistribusian royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi; 

i Mengeluarkan surat tagihan untuk para penerima lisensi bila jatuh 

tempo pembayaran royalti; 

j Mengeluarkan surat peringatan apabila, penerima lisensi tidak 

melaksanakan kewajibannya pada waktunya sesuai dengan perjanjian 

yang telah dibuat; 

k Mengeluarkan surat tuntutan sehubungan dengan hal tersebut di atas; 

dan 
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l Menahan uang yang disetorkan oleh penerima lisensi apabila penerima 

lisensi melanggar perjanjian oleh karenanya hak untuk mengumumkan 

musik tersebut gugur. 

3. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh LMK yaitu melakukan 

pengecekan kepada user yang dalam hal ini adalah perusahaan karaoke, dan 

melakukan koordinasi dengan para penegak hukum untuk melakukan 

tindakan hukum terhadap user yang melakukan pelanggaran terhadap hak 

cipta untuk kemudian diproses secara litigasi di pengadilan, dengan 

demikian pelanggaran terhadap hak cipta dapat terminimalisir. 
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